PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama lnovasi
SIRIDA KAMI

1.2 Tahapan Inovasi
penerapan

1.3 Inisator Inovasi Daerah
opd

1.4 JenisInovasi
digital
1.5 Bentuk Inovas Daerah
inovas tata kelola pemerintahan daerah

1.7 Urusan Inovasi Daerah
Penelitian dan pengembangan

1.8 Waktu Uji Coba
2024-12-09

1.9 Waktu Penerapan
2025-02-10

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
INOVASI DAERAH FISHERMAN 90

|.Pendahuluan

Tata cara pemberian BBM bersubsidi adalah panduan yang mengatur prosedur dan kriteria yang harus
dipatuhi d alam proses penyaluran bahan bakar minyak subsidi. Ini mencakup langkah-langkah seperti
identifikasi penerima subsidi, pengendalian distribusi, pemantauan penggunaan, dan evaluasi kebijakan
untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam distribusi BBM subsidi.

I1.Latar belakang

Pemberian BBM bersubsidi dapat berkaitan dengan beberapa hal, antaralain:

1 Keterbatasan Sumber Daya: Negara memiliki keterbatasan dalam anggaran untuk subsidi BBM,
sehingga perlu ada pengaturan yang jelas untuk efisiensi penggunaan dana tersebui.

2.Pemerataan Distribusi: Untuk memastikan bahwa subsidi BBM sampal kepada yang membutuhkan,
diperlukan sistem yang mengidentifikasi dengan tepat penerima subsidi.

3.Pengendalian Penggunaan: Untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan, penting untuk
memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi.

4. Kebijakan Energi: Memastikan bahwa kebijakan energi nasional tercapai, seperti pengurangan
ketergantungan pada impor BBM dan perlindungan lingkungan.

5.Keadilan Sosial: Subsidi BBM juga dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, seperti
membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dengan memperhatikan latar belakang ini, kerangka acuan kerja pemberian BBM bersubsidi dapat
dirancang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan memastikan bahwa subsidi tersebut
memberikan dampak yang diharapkan secara efektif dan efisien.

1. Tujuan

Pemberian BBM bersubsidi dapat mencakup beberapa hal berikut:

1.Mengidentifikasi Penerima Subsidi: Memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran dan sampai kepada
kelompok masyarakat yang membutuhkan,



2.Pengendalian Distribusi: Menyusun mekanisme yang memastikan distribusi BBM bersubsidi terkendali
dan tidak disalahgunakan.

3.Pemantauan Penggunaan: Memantau penggunaan BBM bersubsidi untuk memastikan bahwa digunakan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4.Efisiensi Anggaran: Menjamin penggunaan anggaran subsidi BBM secara efisien untuk mencapai
tujuan kebijakan energi nasional.

5.Keadilan Sosial: Menggunakan subsidi BBM sebagai alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosia
dan mengurangi disparitas ekonomi.

6.Perlindungan Lingkungan: Mendorong penggunaan BBM bersubsidi yang lebih efisien dan ramah
lingkungan.

Dengan menetapkan tujuan-tujuan ini dalam kerangka acuan kerja, pemberian BBM bersubsidi dapat
dilakukan secara terstruktur dan terukur, sehingga manfaatnya dapat maksimal dan risiko penyelewengan
dapat diminimalkan.

IV.Kegiatan

1.Alur Proses Pengajuan Rekomendasi BBM Subsidi Fisherman 90

a.Pelaku usaha menghubungi WA Bisnis Fisherman 90

b.Pelaku Usaha mengis data sesuai Form WA Bisnis Fisherman 90 dengan menyertakan berkas-berkas
atministras yang dibutuhkan (Foto Copy KTP, SIUP Perikanan, Foto Kapal/Perahu dan Mesin
Kapal/Perahu)

2.Alur Proses Penerbitan Rekomendasi BBM Subsidi Fisherman 90

a.Admin Fisherman 90 menerima pengajuan penerbitan Rekomendasi BBM dari pelaku usaha,
b.ADmin meneruskan kelengkapan berkas administrasi ke Kepala Bidang untuk proses verifikasi
c.Kepala Bidang mengeluarkan disposisi volume BBM yang disetuj ui

d.Admin mengirimkan disposis ke pelaku usaha

e.Pelaku usaha melakukan pembayaran retribusi daerah ke ... dan mengirimkan kembali bukti bayar
melalui WA Bisnis

f.Setelah mendapatkan berkas dinyatakan lengkap, maka operator/staf menyiapkan surat rekomendasi
BBM Subsidi

g.Penandatangan surat rekomendasi oleh kepala dinas,

h.Pengiriman surat rekomendasi kepada pemohon melalui WA Bisnis Fisherman90

V.Cara Pelaksanaan

Seluruh proses pendaftaran sampai penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi melalui WA Bisnis

Fisherman 90 nomor: XxXxx

VI.Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Inovas Fisherman 90

Kegiatan Januari Februari Maret April Juni Juli Agustus September Oktober November Des
Tahap Persiapan

Tahap Sosialisasi

Tahap Pelaksanaan

1.11 Tujuan Inovas Daerah

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya
menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat
beberapa masalah di lapangan yang dihadapi,

1.12 Manfaat yang Diperoleh

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya
menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas K ependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat
beberapa masalah di lapangan yang dihadapi, y



1.13 Hasll Inovas

No

10

11
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17

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya
menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas K ependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat
beberapa masalah di lapangan yang dihadapi, y

Indikator

Regulasi Inovasi Daerah*

Ketersediaan SDM
terhadap inovasi daerah*

Dukungan anggaran

Bimtek inovasi

Program dan kegiatan
inovasi Perangkat Daerah
dalam RKPD

Keterlibatan aktor inovasi

Pelaksana inovasi daerah

Jejaring inovasi

Sosialisasi Inovasi Daerah

Pedoman teknis

Kemudahan informasi
layanan

Kecepatan penciptaan
inovasi*

Kemudahan proses inovasi
yang dihasilkan

Penyelesaian layanan
pengaduan

Integrasi Layanan

Alat Kerja

Kemanfaatan inovasi*

Informasi

SK Kepala Daerah
Lebih dari 30

Anggaran dialokasikan pada kegiatan
penerapan inovasi di T-1 atau T-2

Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek
(bimtek, training dan TOT)

Pemerintah daerah sudah menuangkan
program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan
T-2

Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih

Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK
Kepala Perangkat Daerah

Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah
Media Berita

Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku
yang dapat diakses secara online

Layanan melalui 3 media atau lebih

Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan

Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari

51% s.d. 85%

Ada dukungan melalui perangkat web
aplikasi/mobile (android atau ios) yang layanan
sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain

Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem
informasi online/ daring

Contoh : pemanfaatan platform media sosial,
Al, 10T, super-app, dll

Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d
50,00% total dari unit sasaran

Data
Pendukung



Monitoring dan Evaluasi Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari
Inovasi Daerah evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat

19 Kualitas inovasi daerah* Memenuhi 5 unsur substansi



